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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: SK. 821.2/532 /DKPS-KPS/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANM SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan vang lebih
berkualitas, efisien, efektif dan mampu memberikan kepuasan
publik dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencalatan Sipil Kabupaten Kapuas tentang
Standar Operasional Prosedur Adminisirasi Pemerintahan dan
Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencalalan Sipil Kabupalen Kapuas.

o

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 {entang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomecr 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor
244, Tambshan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tenlang Pembeniukan

Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indanesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 24 Tzhun 2013 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 23 tahun 200& {entany Adminsitrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

No. 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475);

6. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomer &3 Tahun 2011 tentang
Pembenlukan Produk Hukum Daerah;

7. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tenlang Pedoman
Penyusunan Slandar Operasional Prosedur Adminisirasi
Pemerintahan;

8. PermenPANRE Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penelapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

n
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9.  Peraturan Daerah Kabupalen Kapuas MNomor 7 Tahun 2006
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kapuas 2005-2024;

10. Peraluran Daerah Kabupalen Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tenlang Urusan Pemerintahan Daczrah Kapuas (Lembaran Daerah
Kapuas Tahun 2008 Nomor 2); N

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013
lenlang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupataen Kapuas Tahun 2013-2018:

12, Peraturan Daerah Kabupalen Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
tenfang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 MNomor 2y

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 143 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman
Fenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Slandar Operasional Prosedur Pelayanan FPublik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupalen Kapuas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di
Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil Kabupaten
Kapuas dalam penyediaan pelayanan publik dan  administrasi
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila ada
kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana
mestinya.

Ditelapkan di  : Kuala Kapuas
Pada tanggal 9 Desember 2015

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

I { o

//’ f“’@ﬂ‘)
Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIFP 19601210 198602 2 003



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencalatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Nomor. : 8K.821.2/1r2 /DKPS-KPS/2015
Tanggal : O Desember 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

I PENDAHULUARN

Tujuan Reformasi birokrasi secara umum adalah perbaikan kuaiitas pelayanan publik. Dalam
pengertian lersebul reformasi birckrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efeklif, efisien dan
ekonomis. Secara operasional salah salu upaya unluk mewujudkan birokrasi vang efeklis, efisien dan
ekonomis lidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehingga
lebih mencerminkan birckrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria tersebut.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efekdi,
cfisien dan ekonomis adalah dengan menetapkan slandar operasional prasedur atau standar operasional
tetap pada seluruh proses penyelenggaraan adminsilrasi pemerintahan. Dengan demikian diharapkan
penyelenggaraan  administrasi pemerintahan  dapal berjalan  dengan pasti dan berbagai benluk
penyimpangan dapat dihindari. Walaupun terjadi penyimpangan, akan dapat ditemukan penyebabnya.
Dengan demikian sedikit demi sedikit kualilas pelayanan akan menjadi lebih baik.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil
Kabupalen Kapuas ini dimaksudkan sebagai acvan dan pedoman bagi seluruh pegawai di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk memahami ientang persyaratan dan
prosedur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupalen Kapuas, sesuai Slandar

Operasional Pelayanan (SOP).

. VIS, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEG! DAN KEBIJAKAN -
2.1 ViSl

Sebagaimana diketahui bahwa peletakan itk berat Otonomi Daerah adalah dalam
rangka mewujudkan dan menciptakan pemrintah yang Good Governence yakni pemerintahan
yang responsif, fransparan dan akuntabel sebagaimana yang menjadi fenomena dan tuntulan
masyarakat di era reformasi saat ini, hal tersebut diharapkan akan mendorong timbulnya
prakarsa dan partisipasi aklil masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pelaksanaan Pemerintahan di semua tingkatan, mengingat fungsi utama Pemerintahan
Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi ini harus dibawa agar dapat
eksis, antisipati dan inovalif adalah gambaran menantang yang diinginkan. Cisi adalah
pedoman pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dapat pula diidentikan pada mental
model masa depan sehingga Visi adalah milik bersama dan diyakini oleh seiuruh anggota
organisasi.

Selaras dengan Visi Nasional “Tertib Administrasi Kependudukan® dan Misi
Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 vang ke Empatl Belas “ Mempercepat
reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja berkualitas
dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS dan Guru non PNS, penyediaan
fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif " maka Dinas Kependudukan
dan Pencatalan Sipil Kabupaten Kapuas sesual dengan (ugas pokok dan fungsinya

menelapkan Visi sebagai berikut :



* Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang iebih maju
Serta Data Kependudukan yang akurat dan Dinamis”
Penjelasan Visi :

Lebih maju memiliki arti selalu mengikuti perkembangan keadaan dengan bergerak cepat,
tepat dan cermal.

Sistern Administrasi Kependudukan dan Pencatalan Sipil yang lertib :

Dalam melaksanakan kegiatan adminisirasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu
melalui tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah
ditenlukan dan tidak menyimpang dari aluran-aturan yang berlaku.

Sislem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat :

Dalam melaksanakan kegiatan pencalatan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, data yang ada dan yang diberikan harus benar, tidak memberikan data palsu dan
lidak memanipulasi data, sehingaza data tersebul dapal dipertangoung jawabkan.

Sistem Adminisirasi Kependudukan dan Pencatan Sipil yang Dinamis :

Dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang
ada harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan
setiap waklu, apakah data yang ada itu statis atau lidak, alau misatkan dokumen yang
dimiliki masih berlaku atau tidak.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) pelayanan publik yang baik meliputi 8

(delapan) kriteria yailu:

1

Kesederhanaan

Prosedur / tata cara pelayanan yang mudah, cepat, lepat dan tidak berbelit-belit.

Kejelasan dan Kepastian

Mengandung arli adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, unit
kerja atau pejabal yang berlanggung jawab, rincian biaya, jadwal waklu penyelesaian.
Keamanan

Mengandung arti proses hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan
dapat memberikan kepaslian hukum bagi masyarakal. -
Kelerbukaan

Mengandung arli prosedur/lata cara persyaratan, aluan kerja/pejabat penanggung jawab
pemberi pelayanan, waktu penyeiesaian, rincian waklu/tarif dan lain-lain yang berkailan
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka.

Efisiensi

Mengandung arli persyaralan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkailan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dicegah adanya pengulangan
persyaratan.

Ekonomis

Mengandung arli pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan
memperhaltikan nilai barang dan jasa pelayanan, kondisi dan kemampuan masyarakal dan
ketenluan perundang-undangan.

Keadilan yang Merata

Mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin
dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh masyarakat.
Ketepatan Waktu

Mengandung arli bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapatl diselesaikan dalam

kurun waktu yang lelah ditenlukan.
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2.3

2.4

2.5

Apabila Sislem Adminisirasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lerlib, akural dan
dinamis maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan

pembangunan akan berjalan dengan beaik dan lancar.

M5!

Uniuk mencapai Visi tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas, mengemban beberapa Misi yang harus dilaksanakan agar lujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi yang ditetapkan adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan melalui tertib kepemilikan dokumen
Kependudukan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lertibnya identilas
Kependudukan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan.

4. Meningkatkan kompelensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia.

TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang tercatal oleh SIAK Nasional.

2. Menciptakan Kepedulian Masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.

L

Terbangunnya Sistem informasi dan data base kependudukan

4. Meningkatkan kompetensi dan kelerampilan Aparatur

SASARAN
Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi_l Kabupaten
Kapuas diletapkan sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang ditayani dan jumlah dokumen kependudukan yang
tercalat dalam dala base.

Terwujudnya dala kependudukan yang akurat untuk penyusunan proyeksi penduduk dan

B

profil perkembangan penduduk.

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen
kependudukan.

4. Ketersediaan Jaringan komputerisasi [ koneksitas peralatan yang memadal.

Meninokatkan sumber dayva aparatur yang cakap, terampil dan profesional.
g yaap yang P [

ARAH KEBIJAKAN
Uniuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditelapkan periu dirumuskan kebijakan

dan program serta kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkalkan pengclahan database dan pemutakhiran data untuk menghasilkan data

slalistik penduduk yang valid.

2. Meningkatkan kuanlitas dan kualitas pelayanan administrasi kepondudulan,

3. Melaksanakan pembuatan dala proyeksi penduduk dan profil perkembangan penduduk.
4. Memberikan sasialisasi dan Informasi secara berkelanjulan kepada masyarakat.

5. Meningkatkan jaringan online untuk menghasitkan data yang terinlegrasi.
6. Meningkatkan jaminan perlindungan data pribadi penduduk di Bank Data melalul

pengamanan jaringan online.
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7.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengelola Administrasi Kependudukan

melalui sosialisasi, diklat dan bimtek.

lll. STRUKTUR ORGANISAS!, TUGAS PCKOK DAN FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI

3.1
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Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pericatatan Sipil Kabupaten Kapuas

terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan . Kepala Dinas
2. Unsur Staf : Sekretariat, lerdiri dari :
- Sub Bagian Perencaaan
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Tata Usaha
3. Unsur Pelaksana :  Unsur Pelaksana Bidang terdiri dari ;

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran, terdiri dari :
- Seksi NIK dan Kartu Keluarga
- Seksi Karlu Tanda Penduduk
- Seksi Mulasi Pendafllaran
2. Bidang Pelayanan Pencatatan, terdiri dari :
- Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian dan P3A
- Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

- Seksi Mulasi Penca‘alan

(ad

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan,

terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Kependudukan

- Seksi Penyuluhan

- Seksi Pengendalian dan Pelaporan

4. Bidang Pengelolaan Informasi ~Administrasi

Kependudukan, terdiri dari :

- Seksi Perekaman Data

- Seksi Jaringan, LlLayanan Data dan Informasi
Kependudukan

- Seksi Pengolahan Data

TUGAS POKOK DAN FUNGS!

Berdasarkan Kepulusan Peraluran Bupali Kabupaten Kapuas Nomor : 143 Tahun

2008 tenlang Pembentukan Dinas, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil

Kabupaten Kapuas adalah " Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas

otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil *.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kependudukzan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi :

1)

2)

Perumusan kebijakan leknis di Bidang Kependudukan,Pencatalan Sipil sesuai dengan
kebijakan yang dilelapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data kependudukan dan pengelolaan
administrasi kependudukan dan Pencalatan sipil;

FPenyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi;

Pengeloiaan, pembinaan dan pelayanan informasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
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5)

6)

3.21

3.2.2

3.2.3

Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, persebaran penduduk:

Pengelolaan urusan administrasi dan kelata usahaan.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil mempunyai tugas
memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi penyelenggaraan
kegialan Dinas serta berwenang menandatangani dokumen-dokumen administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan lugasnya Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi ;
1. Perencanaan Program Bidang penyelenggaraan kepsndudukan, pencalatan
sipil, penyuluhan dan pengaduan serta kesekrelariatan ;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja ;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan {ugas satuan kerja ;
Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;

Pelaporan pelaksanaan ugas kepada Bupati ;

SEEC I SRS

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIA
Sekrelarial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program seria

penyelenggaraan lugas-tugas bidang secara terpadu meliputi pelayanan administrasi
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan, humas, rumah tangga,
organisasi dan tatalaksana serta sural menyurat dan kearsipan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana tersebut dialas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyusunan rencana dan program, laporan serla evaluasi kegiatan; )

2) Pengelola keuangan;

3) Pengelola administrasi kepegawaian;

4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawalan;

5}  Pengelola sural menyurat dan kearsipan mengkoordinasikan penyusunan

rencana, program dan anggaran Dinas;

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
Bidang Pelayanan Pendallaran mempunyai lugas melaksanakan sebagian
lugas Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil dibidang nelayanan pendaftaran
penduduk WNI / WNA.
niuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang
Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
dalam skala kabupaten;
2) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan tekhnis, advokasi, supervisi dan
konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
4)  Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administras|
kependudukan yang melipuli pencatatan dan pemutakhiran biodata serta
penerbilan NIK, perubahan alamanal, pendaflaran pindah datang penduduk,

tinggal sementara, pindah datang antar negara, penduduk renlan administrasi
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kependudukan, penerbitan  dokumen  kependudukan dan  penalausahaan
pendaftaran penduduk.

5)  Pemanlau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

8) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan pendaftaran
penduduk.

7y Pengawasan atas penyelenggaraan pendaflaran penduduk.

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN
Bidang Pelayanan Pencatalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang Peiayanan Pencatatan Sipil

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang

Pelayanan Pencatatan menyelenggarakan funasi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan Sipil;

2) Melaksanakan fasililasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan
konsullasi pelaksanaan Pencatatan Sipil;

3)  Koordinasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil;

4) Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi
kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir mali, perkawinan,
perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama,
perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pencatatan serta

penatausahaan dokumen pencatatan sipil;

5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil;
8) Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pencalaian sipil;

7) Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil;

BIDANG PERENCANAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN -
Ridang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang

Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan.

Unluk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas Kepala

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan,menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan;

2) Penetapan Norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan kebijakan dan
pembuatan analisis penyelenggaraan pengendalian kuanlitas, pengembangan
kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan
penduduk ;

3) Koordinasi dan kerjasama antar daerah dibidang perkembangan penduduk;

4) Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan, penyerasian dan harmonisas
kebijakan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta
kerjasama dengan arganisasi kemasyarakatan dalam rangka terlib administrasi
kependudukan;

5) Penetapan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak
kependudukan  serta koordinasi dan  sosialisasi hasiinya kepada khalayak

sasaran;



3.2.6

6)

9)

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penyerasian
kebijakan kependudukan;

Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan peiapran pengendalian dan penyerasian
kebijakan, indikator, prayeksi dan dampak kependudukan;

Melakukan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara
periodic serta pendayagunaan informasi atas indicator, analisis kependudukan
untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bidang Pengelolaan Informasi Adminisirasi Kependudukan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian {ugas Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil

dibidang Informasi Administrasi Kependudukan,

Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas Kepala

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1)

8)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

Perumusan  kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan;

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, adwvokasi, supervisi dan konsullasi
pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Koordinasi pengelelaan informasi administrasi kependudukan;

Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;

Penyediaan perangkal keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi
data;

Pembangunan refiikasi data, bank data dan tempat perekaman data
kependudukan;

Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
serta pemutakhiran data penduduk dengan SIAK; -}

Penyajian dan diseminasi informasi penduduk;

Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan;
Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola informasi administrasi

kependudukan;

Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
Ditetapkan di  : Kuala Kapuas
Padatanggal : 9 Desember 2015

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 18601210 198602 2 003
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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dengan
ridhoNya sehingga tersusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan dan Pelayanan Publik ai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas. Standar Operasional Prosedur ini berfungsi sebagai acuan
dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Standar Operasional Prosedur adalah salah satu aspek penting dalam
rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis,
karena itu SOP perlu diterapkan pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui SOP ini adalah:

1. Penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan

2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil

Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan

)

sipil
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan adanya perbaikan prosedur secara
berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-
penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif,
disertai dengan konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan SOP tersebut dari
waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran yang

terlibat.

Penghargaan dan ucapan terima kasih ditujukan kepada Tim penyusun
SOP yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam waktu singkat.
Saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan SOP ini
sangat kami harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita

semua.

Kuala Kapuas, @ Desember 2015

Kepa.a Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,

AN

Dra. RUSERNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19601210 198602 2 003
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR 181

A. SOP SEKRETARIAT

U A

Alur Surat Masuk dan Keluar

Penyusunan Daftar Nominatif dan DUK PNS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

B. SOP PELAYANAN PENDAFTARAN

ol

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNI
Pelayanan Perekaman KTP Elekironik

Pelayanan Penerbitan KTP Elekironik
Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP)

C. SOP PELAYANAN PENCATATAN

%

Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

2. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
3. Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

D. SOP BIDANG PERENCANAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

1.

Persiapan Penyuluhan Administrasi Kependudukan

2. Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan

DEFINISI UMUM






Nomor SOP 2 .fSekretariab’DK?S—KpsQO*E;:
Hfanggal Pembuatan | 1 Desember 2015
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 1 1 danuari 2016
Disahkan cleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS Dra. RUSENI
NIF. 19601210 198502 2 002
: Nama SOP . Alur Surat Masuk dan Keluar

oo R e i A T ks

. Memiliki kewmaman dalnm pengurusdn adminisirasi surat n“'\nyurat

1, Puaturan Menteri Ddiam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Lingkunigan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Bupati Kab. Kapuas No. 176 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingrungan Pemerintah Kab. Kapuas

3. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

4. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

Dinas di

. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran

g Berkasf'sural masuk
2. Buku agenda surat masuk/surat keluar

3. Lembar disposisi

4, Buku ekspedisi surat/lembar tanda terima surat

SOP Penqarsfpaﬁ :

Proces surat menylrat daidm administrasi pemerinthan merupakan keharusan. Apabiia Surat masuk dan su.at keluar
surat masuk dan surat keluar tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka akan
menghambat pelaksanaan Administrasi Pemerintahan




PELAKSANA ) - MUTU BAKU
No. KEGIATAN L Sekretaris , Sub Bagian/ < Ket.
Pengelola Arsip | Kepala Dinas : Bidang 5 Kelengkapan Wakiu Qutput
Dinas Seaksi :

1 iMenerima dan mengagenda berkas/ - Berkas/surat masuk |5 menit  |Berkas/surat masuk
surat masuk sekaligus melengkap C) - Buku agenda surat yang siap didisposisi
dengan lembar disposisi masuk-keluar

- Lembar disposisi

2 |Meneruskan kepada Kepala Dinas / i - Berkas/surat masuk |5 menit  |Surat yang diterus-
uniuk diberi disposisi t - Lembar disposisi kan ke Kepala Dinas

3 |Mencatat isi disposisi dan tujuan j - Berkas/surat masuk |5 menit  |Isi disposisi yang
surat/berkas tersebut dan | - Buku agenda surat sudah tercatat dan
mendistribusikan sesuai disposisi | masuk-keluar terdistribusi

- Lembar disposisi
St _

4 [Mencatat di papan agenda kegiatan " - Berkas/surat masuk |5 menit  |Surat yang telah
apabila surat berupa pemberitahuan L . | - Papan agenda diarsipkan
acara/undangan serla mengarsip e l - Spidol
surat sesuai jenis surat

5 |Menandatangani tanda terima surat/ \ W Buku ekspedisi surat |2 menit  |Surat masuk sudah
berkas yvang diserahkan Pengelola ‘ | l terdistribusi
Arsip

6 |Permintaan nomor dan tanggal surat Surat keluar yang Z2menit  |Surat keluar yang
ketuar yang telah ditandatangani ; i telah ditandatangani siap diagendakan

7 |Pemberian nomor dan tanggal surat ! - Buku agenda surat 3menit  |Surat keluar yang
keluar sekaligus menggandakan = keluar siap dikirim
surat untuk diarsipkan ( j




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP

[Sekretariat/DKPS-Kps/2015

Tanggal Pembuatan

1 Desember 2015

Tanggal Revisi

Tangg

al Efeklif 1 1 Januari 20186

Disahkan ole

b : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan S

Kabupaten Kapues,

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 128602 2 003

>pil

Nama SOP

FPenyusunan Daflar Nominalif dan DUK PNS

ahun .979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS‘

2. Surat Edaran kepala BKN No, 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS

3. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

E:PDNoqal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

Duﬂdi’ Nominatif Pegawai dan Daftar Urutan Kepangkaian sebagai bahan perﬂmbangan
dalam pengangkatan dalam jabatan. Apabila tidak dilsksanakan sesual SOP, maka
|proses pengzangkatan dalam jabatan tidak akan berjalan lancar.

4. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

1 Memiliki kewena
2. Memiliki kemampuan dalam menganalisis

angan dalam penyusunan Nominalif dan DUK PNS
data kepegawaian

< ert[fiz{at umlai, akla kelah‘.rc,n
2. Format nominalii dan DUK PNS




£3

B 7558 E= Fess SR =5 = = o
PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIATAN Kesibagmam | o oo K
3 41 uba y . % 1.
o ; 43 Kepala Dinas asU ? £ Adminstrasi | Sekretaris Dinas |Pengelola Arsip Kelengkapan Waktu Qutput ¢
aha
. Kepegawaian
1 |Mendisposisikan surat penyusunan Disposisi surat 5 menit  |Disposisi surat
Daftar Nominatif dan DUK PNS @
2 \Memerintahkan penyusunan Daftar v/ Disposisi surat 5 menit |Disposisi surat
Nominatif dan DUK PNS
l i —- 5
3 |Menyiapkan dan menganalisis Data PNS 2 hari Hasil analisis data
data-data PNS PNS
I
4 |Membuat konsep Dafiar Nominatif -—Y:—/ Hasil analisis dala 1 hari Konsep dailar
dan DUK PNS I_ - PNS nominatif dan DUK
5 |Mengoreksi konsep Daftar |, ik Konsep daftar 1jam Daftar nominatif
Nominatif dan DUK PNS e nominatif dan DUK dan DUK PNS
Ya PNS
6 |Menyampaikan Daftar Nominatif \LT - Daftar nominatif 10 menit |Daftar nominatif
dan DUK PNS kepada Kepala dan DUK PNS dan DUK PNS yang
Dinas utk memintakan persetujuan i telah ditandatzngani
. ]
7 |Menandatangani Daftar Nominatif W Daftar nominatif 2menit  |Daftar nominatif
dan DUK PNS dan DUK PNS yang dan DUK PNS yang
telah ditandatangani ielah ditandatangani
8 [Membuat surat pengantar . Konsep surat pengantar |10 menit  |Surat pengantar
pengiriman sekaligus penomaoran
surat
9 |Pengiriman dan pengarsipan B 7 Daftar nominatif
Daftar Nominatif dan DUK PNS ( ) (dan DUK PNS




Namor SOP : {Sekretaria/ DKPS-Kpsf2015
Tanggal Pembuatan |: 1 Desember 2015
Tanggal Revisi B
Tanggal Efektif ¢ 1Januari 2016 )
Disahkan oleh ; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS égﬁ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / fﬁ;ﬁ
KABUPATEN KAPUAS Dra. RUSEN]I
NIP. 19601210 198602 2 003
Nama SOP : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)

. Perm“ngPan dan RB No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemeriniah

2. PermenPan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Pelaporan Kinerja dan Tala Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerinlah

3. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

4. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

e SOF _
. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
. S0P Laporan Resalisasi Fisik dan Keuangan

. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

LR =

L/\KEP sebaga: doi(umm prﬁnncouﬂgjavfa ban a*as Ifmerj SKPD Apabnh ndck
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berialan

lancar

1. Memiliki kev;enanqqn dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi-
Pemerintah (LAKIP)
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD

"RPJMD, RENSTRA dain DPA SKPD
2. Format Penyusunan LAKIP

3. Dokumen Penetapan Kinerja

4. Data dan Informasi capaian kinerja SKPD .
2

5. Laporan realisasi keuangan

Indikator !' |ﬂeqa 1argﬁt i’Co|!‘%"lSE dan persentase capti an kmﬂrja SKPD




PELAKSANA MUTU BAKU

; Pengolah

KEGIATAN ) Sekretaris Kasubag Pengelola at,
Kepala Dinas . Data , Kelengkapan Waktu Outout
Dinas Perencanaan Arsip :
Perencanaan
1 |Mendisposisikan Surat Penyusunan Disposisi surat 5 menit Disposféi surat

LAKIP

Disposisi surat S menit  |Disposisi surat

1

Memerintahkan penyusunan

LAKIP B

Membuat format pengumpulan data Disposisi surat jam Format Penyusunan
dan informasi kinerja dari masing- 2 LAKIP
masing bidang dan sekretariat

{Menyampaikan format pengumpuian Format Penyusunan 15 menit |Draft LAKIP
Idata dan informasi kinerja dari % LAKIP

masing-masing bidang dan I
sekrelariat

o

Mer@aﬂalisa dan mengevaluasi '. 7 Draft LAKIP 2 jam Drafi LAKIP

data dan informasi kinerja yang l

{elah terkumpul I
]

wiembuat dokumen LAKIP E : Draft LAKIP 2 hari Dokumen LAKIP
Mengoreksi konsep dokumen ] Dokumen LAKIP |2 jam Dorumen LAKIP
LAKIP

Ya -




KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Sekretaris
Dinas

Kasubag

Ferencanaan

Pengolan
Dala
Perencanaan

L

4

te
ic

[4)

Penge
Arsin

Kelengkapan

Waktu

Quiput

Menyampaikan cokumen LAKIP
kepada Kepala Dinas untuk

memintakan persatujuan

Dokumen LAKIP

10 menit

Dokumen LAKIP

tMenandatangani dokumen LAKIP

Dokumen LAKIP

10 menit

Dokumen LAKIP |

10

Membuat surat pengantar
pengiriman sekaligus pencmoran

surat

11

Pengiriman dan pengarsipan
dokumen LAKIP

Konsep surat
pengantar

10 menit

Surat Pengantar

Dokumen LAKIP




'“'“ Nomor SOP : ISekretariat/ DKPS-Kps/2015 -
Tanggal Pembuatan | 1 Desember 2015
Tanggal Revisi s
Tanggal Efektif [ 1 Januari 2016
Disahkan oleh !: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS /
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :
KABUPATEN KAPUAS Dra. RUSENI
NIP. 18601210 198602 2 003
Nama SOP . Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) n

1. UU No 1? Tc.hun 2003 tentang Keuangan Neaara

2. UU Ne. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

4. Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

P SOP sur masuk dan surat keluar S
2. SOP Rencanz Sirategis (RENSTRA)

R::NJA akan duadlkan sebaga| pvdoman dan acuan dalam pelaksg—.naan tugas dan
fungsi SKPD uniuk periode satu tahun. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
proses penyusunan RENJA SKFD tidak akan berjalan lancar.

1. Mem|1|k| kewa,nangan darum peryusunan Rencana F(erja (R:NJA)
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKFD

I RENSTRA

2. Format Penyusunan Renja

3. Laporan Pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu
4. Komputer/Laptop

5. Printer

Rumusanrencana prograrn dan kegmtan Dma%KPpendudukan dan Pencataran
Sipil untuk periode satu tahun




| e TEREED, CEEEET A

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Perencanaan

Pengolah
Data

Perencanaan

Kasubag

Kelengkapan

Wakiu

Mendisposisikan Surat Penyusunan

Rencana Kerja

Disposisi surat

5menit

dan informasi rencana kerja utk
satu tahun dari masing-masing
bidang dan sekretariat

Memerintahkan penyusunan Dispaosisi sural 5 menit
Rencana Kerja (RENJA)
Membuat format pengumpulan data Disposisi surat 1jam

U\|

Menyampaikan format pengumpulan
data dan informasi rencana kerja

utk satu tahun dari masing-masing
bidang dan sekretariat

L

Format Penyusunar

Rencana Kerja

15 mernt'_'_

Mengundang Kepala Binas dan
Pejabat Eselon Ill untuk rapat
pembahasan rencana kerja

-
L

Undangan rapat

30 mszni't“

infornasi rencana kerja tahunan dari
masing-masing bidang dan
sekretariat

L

Melaksanakan rapat pembahasan 4 | Draft Rencana Kerja 2 jam
rencana kerja lahunan ——‘ '!

=1 1a @nuna |
Menghimpun format data dan Draft Rencana Kerja 2 jam B

Output

Dispasisi surat

Disposisi surat

IFormat Penyusunzan
Rencana Kerja

Draft Rencana
Kerja

Undangan rapat

Draft Rencana

Draft Rencana
Kerja




PELAKSANA

Pengalah

MUTU BAKU

1

dokumen rencana kerja

Kerja

No. KEGIATAN . Sekretaris Kasubag o Kepala Pengelola . o Ket
Kepala Dinas : Data o " Kelengkapan Waktu Cutput
Dinas Ferencanzan Bidang Arsip
Perencanaan
& |Menganalisis data dan informasi r; Oraft Rencana Kerja 3 hari Draft Rencana I
rencana kerja yang teiah terkumpul - Kerja
e
|
—
- ! T o e i - S = _—
2 IMembuat kensep dokumen rencana W Draft Rencana Kerja 2 hari Drait Rencana
kerja tahunan Kerja
N
10 {Mengoreksi konsep dokumen Y Draft Rencana Kerja 2 jam Dokumen Rencana i
rencana kerja tahunar Kerja
Tidak
Ya
11 [Menyampaikan dokumen rencana Dokumen Rencana 10 menit |Dokumen Rencana B
Kerja tahunan kepada Kepala i 4 Kerja Kerja
Dinas untuk memintakan |
persetujuan
12 |Menandatangani dokumen rencana Y Dokumen Rencana 10 menit  |Dokumen Rencana
kerja tahunan Tidak Kerja Kerja yg telah
ditandatangani
Ya i
13 [Membuat surat pengantar P Konsen Surat 10 menit |Surat Pengantar
{pengiriman sekaligus penomoran Lh | Pengantar
surat
14 [Pengiriman dan pengarsipan Dokumen Rencana
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

B et g s e I BEEs e
e B g 8 ! e e Bl
r o Nomor SOP /Dafduk/DKPS-Kps/2015

Tanggal Pembuatan

1 Desember 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

1 Januari 2016

Disahkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,

Alets

Dra. RUSENI
NiP. 19601210 198602 2 003

NMama SCP

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) WN|

1. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Ta wun 20086 tmt ng
Administrasi Kependudukan
2. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara
Pendafiaran penduduk dan Pencatatan Sipil
4, Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas
. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencsatstan Sipil Keb. Kapuas

o

1. SOP Penerbitan KTP elekironix

2. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)

3. SOP Penerbitan Akta Kelahiran

4. S0P Penerbitan Akia Kematian '
5. SOP Penerbitan Akta Perkawinan

: J|ka berkds tidak lengkap, kadaluarsa, (idak asli maka penerbitan KK tidak diproses
- Jika tidak melakukan pendaftaran penduduk maka tidak akan terdaftar menjadi

Kependudukan (SIAK)

kependudukan

1 Memahdml administrasi kependudukan
2. Memahami dan mampu mengeperasikan Sistem Informasi Administrasi

1. Formulir Pmmo“londn FPembuatan Kdriu :(elua.ga (FIC) WNI
2. Formulir Biodata Penduduk

3. Blanko Kartu Keluarga (KK)

4. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
5. Komputer
6. Printer

”enca atan dan perekamm biodata seliap anggota keluarga ke dalam daiabase




' i i e Fe B
B B B B & -
B _ PELAKSANA MUTU BAKU T
. , Operat KABID T !
No. KEGIATAN Petugas | Kasi NIK peraRar Kepala | i |
Pemchon . ) .| SIAK Bidang | Pelayanan ; Kelengkapan Wakty Cutput
Registrasi dan KK Dinas

Pendaftaran | Pendafiaran

-

1 |Mengajukan permchonan KK baru meliputi: 5 menit |Berkas permehonan
pembuatan Karlu Keluarga WNI ( ___ 1. Formulir Permohonan Pembuatan

KW yang diketahui RT lurah

dan Camat

2. Folocopy Kutipan Akta Nikah
bagl yang sudah mankah

3, Surat keterangan pindzahy/ surat
surat kelerangan pindah datang
bagi penduduk yang pindah
dalam wilayah NKRI

4. Surat Keterangan dari luar

! negeri yg diterbitkan Disdukcapil

bagi WNI vg datang dari luar

negeri karena pindah

5. Formulir biodata penduduk

Perubshan KK karena penambahan

anggota keluarga Karena mengalami

kelahiran, meliputi:

1. KK lama

2. Surat keterangan Kelahiran dari
bidanfdokter/rumah sakit

3. Formulir biodata penduduk

Ferubzhan KK karena penambzhan
anggota keluarga untuk menumpang .
se dalam KK bagi WNI, meliputi;

1. K yang akan diturmpanai

2. Burat keterangan pindahfsurat

¥
[ 1 2 keterangan pindah datang dim

willayah NERI J
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FELORANA MUTU BAKU R S

P , Operator KABID
No. KEGIATAN Petugas Kasi NIK . -
Pemahon ; . . | SIAK Bidang | Pelayanan
Registrasi dan KK

Kepala Keat. |
Kelengkapan Waktu Cutput

past ¢
=i

s

Dinas
Pendaftaran | Pendaflaran

3. Surat keterangan datang dari luar

Dj 5 ' neger bagi WNI yg datang dari

luer negeri karena pindan i

Perubahan KK karena perambahan
anggata keluarga bsal orang asing
yo memilisi [zin Tingoal Tatap,
meliputi:

1. KK yang akan ditumpangi

2. Surst keterangan domisili dari

BT, RW, kelurahan

L]

Paspor

=y

- lzintinggal tetap

o

. Surat kelerangan lapor diri

o

- Surat keterangan jalan

Perubahan KK karena pengurangan
angaota keluerga bagi WK dan
orang asing, meliputi:

1. KK lama

2. Surat kelerangan kematian

2. Surat kelerangan pindah/surat

] “eterancan pindah lusr nager
bagi penduduk yg keluar dari
wilayah NKRI

KK karena hitang atau rusak bag

WNI dan orang asing tingeal tetap,

meliputi;

1. Burat keterangan kehilzngan

['2 dzri Kepolisian

2. KK yang rusak




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomeor SOP /Sekretariat/DKP5-Kps/2015

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Januari 2016

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas,

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 198602 2 003

Nama SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

S

Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri

i

1, Permendagri Nomor 21 Tahun 201

:1

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
3. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

srat masuk dan surat keluar

Laporan realisasi fisik dan keuangan dibuat setiap bulan dan liaporkan kepada Bu pt|
Kapuas cq. BAPPEDA. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi

KUl

1. Memiliki kevenngah dalam pnyunan -Laplb_ran Realisasi Fisik dan Ken:langaﬁ”
2. Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan keuangan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Print out registrasi SPP/SPM

3. Laporan pengawasan anggaran definitif per kegiatan melalul SIMDA Keuangan
4. Laporan realisasi fisik dari masing-masing PPTK

5. Komputer

Itirhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan




e ] AEs failiea] e | et
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PELAKSANA MUTU BAKU
Penyusun
No. KEGIATAN , Sekretaris Kasubag = Bahan Pengelola = g
Kepala Dinas . PPTK . Kelengkapan Wakiu Qutput
Dinas Keuangan Laperan Arsip '
Keuangan

1 [Mendisposisikan Surat Penyusunan Disposisi surat 5 menit |Disposisi surat
Laporan realisasi fisik dan keuangan ( )

2 |Memerintahkan penyusunan Disposisi surat 5 menit |Disposisi surat
Laporan realisasi fisik dan keuangan

3 IBerkoordinasi dengan PPTK selaku ! Disposisi surat 10 menit |Disposisi surat
penanggungjawab kegiatan ” ]

4 |Menyiapkan data-data yang DPA dan registrasi {30 menit |Data jurlah realisasi
berhubungan dengan capaian realisasi SPP/SPM anggaran perkegiatan
fisik dan keuangan dari masing-
masing kegiatan L

5 |Menyiapkan print out data hasil SIMDA Keuangan 30 menit |Print out realisasi
capaian realisasi fisik keuangan dari anggaran perkegiatan
masing-masing kegiatan

b s [

6 |Menerima hasil print out tentang 1 Print out realisasi 15 menit |Laporan realisasi
capaian realisasi fisik dan keuangan anggaran fisik dan keuangan
sekaligus menyusun laporan realisasi ' perkegiatan masing-masing
keuangan per-PPTK PPTK

7 |Menerima laporan realisasi fisik dan ' Laporan realisasi 30 menit |Laporan realisasi
keuangan dari masing-masing PPTK fisik dan keuangan fisik dan keuangan
sekaligus merekapitulasi semua , masing-masing SKPD
laporan tersebut PPTK

i ()




o e A mSs w8 mE om BN EE BE O FE O BE B2 B o R B
B PELAKSANA MUTU BAKU
Penyusun
No. KEGIATAN . Sekretaris Kasuba Bahan FPengeicla Ket
¢ b : IKepala Dinas , od PPTK [ ”"‘_f Kelengkapan Waktu Qutput
Dinas Keuangan Laporan Arsip
Keuangan
8 F«ieiaklukanlvafidasi ierh?da? r‘asi I_Ialporan realisasi 30 menit !‘_Ialporan realisasi
rekapitulasi laporan relaisasi fisik fisik dan keuangan fisik dan keuangan
dan keuangan SKPD SKPD SKPD yang valid
Tidak
Ya
g [|Pergajuan laporan realisasi fisik \l/—*‘”"-—' Laporan realisasi Smenit [Laporan realisasi
dan keuangan SKPD untuk fisik dan keuangan fisik dan keuangan
ditandatangani ‘ SKPD yang valid SKPD vang valid
10 |Penandatanganan laporan realisasi Vi Laporan realisasi 3 menit |Laporan realisasi
fisik dan keuangan SKPD fisik dan keuangan fislk dan keuangan
SKPD yang valid SKPD yg telah
ditandatangan
11 |Pembuatan surat pengantar \ Konsep surat 10 menit |Surat Pengantar
pengiriman dan penomoran surat pengantar
12 |Pengiriman dan pengarsipan laporan \% Laporan realisasi

realisasi fisik dan keuangan SKPD

fisik dan keuangan
SKPD




penerbitan KK utk ditandatangani
Kepala Bidang dan menyerahkzn
berkas permohonan KK kepada
Petugas Register

tandatangani
- Surat Pengantar
- Berkas permohonan

ditandatangani
- Surat Pengantar
- Berkas permochanan

PELAKSANA MUTU BAKU |
No. KEGIATAN Petugas Kasi NIK Oper?.tc,r KABID Kepala | Ket. |
Pemchon , , , SIAK Bidang | Pelayanan ; ' Kelengkapan Waktu Output
Registrasi dan KK ) i Dinas i
Pendaflaran | Pendafiaran i - ]
3. Folosopymenunjukan dokumen {
@ @ kepcnij:-lsui-:azn dari salah salu
/ anggola keluarga
|
2 IMelakukan verifikasi formulir ’ Berkas Permohonan KK 3 menit |Berkas Permohonan | |
permehonan Karlu Keluarga ) 4 KK yang telah
dan kelengkapan berkas Tidak 2 diverifikasi
persyaratannya
Ya -
3 Melakukan registrasi ] Berkas Permohonan KK yang 5 menit |Berkas permahonan i
permonanan Karlu Keluarga telah diverifikasi KK dengan keterangan
l:_‘j tanggal masuk herkas
4 |Melakukan validasi formulir - Berkas perrhohonan KK dgn 5 menit {- Berkas permochaonan
permohonan KK dan kelengkapan keterangan tanggal masuk KK yg telah diverifikasi
berkas persyaratannya seria berkas dan divalidasi
mengeluarkan blanko KK untuk ___Ya - Blanko KK - Blanko KK
penerbitan KK sesuai dengan ;
juimlah berkas yang masuk
5 |Merakam biodaia penduduk o ‘ - Bertkas permohonan KK yg 5 menit |- Kartu KeleEéa ¥g belurn
ke dalam database SIAK, telah diverifikasi dan divalidasi dilandatangani
nenerbitkan NIK, mencetak KK - Blanko KK - Surat Pengantar
dan mencetak surat pengantar [ '] - Berkas permchonan
6 |Memaraf surat pengantar | Kantu Keﬁsﬁrga yg belum di- 2 menit |- Kartu Keluarga vg belum




-

permohaonan KK

[

tandatangani
- Surat Pengantar
- Berkas permohonan

ditandatangani
- Surat Pengantar

8 |Menandatangani surat pergantar - Kartu Keluarga yg belum di- 2 menit |- Kartu Keluarga yg belum
penerbitan KK untuk ditanda- tandatangani ditandatangani
tangani Kepala Dinas - Surat Pengantar - Surat Pengantar
9 Menandatangani Kartu Keluarga i”"_i" - Karlu Keluarga yg belum di- 2 menit |Kartu Keluarga
'l ? tandatangani
- Surat Pengantar
10 [Meregistrasi KK yang telah Karlu Keluarga 3 menit |Kartu Keluarga
ditandatangani
11 IMenerima Kartu Keluarga Kartu Keluarga

S i BE
PELAKSANA MUTU BAKU o
No. KEGIATAN —_ Petugas | KasiNIK siie;;m BARNE Kepala P Ket
emohon ayana Kelengkapa Nak Dutput o
o Registrasi | dan KK | iwang| Pelayadan Dinas SEREEERL Vgt Otput
Pendaftaran | Pendaftaran o
7 |Mengarsipkan berkas - Kartu Keluarga yg belum di- 3 menit |- Kartu Keluarga‘\;g_tg‘fan_—
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan cleh

/Dafduk/DKPS-Kps/2015
1 Desember 2015

1 Januari 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,

-

==

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 198602 2 003
Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

Nama SOP

1. UU No. 24 Tahun 2013 kentanq Pembahan atas Uu No 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

2. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab, Kapuas

4. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencafatan Sipil Kab. Kapuas

1. SOP Pelayanan Penerbra Kartu Kemarga

Jika pehcfuduk ybs belum terdaftar sbg penduduk di Kab. Kapuas, maka wajib terlebih
dahulu mendaftarkan diri sebagai penduduk Kab. Kapuas dengan mengajukan
permohonan Kartu Keluaraa sehingoa depat dilakukan nerekaman KTR elekironik

R

1 Memaham| adm;msiraw kependudukan |
2. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Automated Fingerprint
Identification System (AFIS)

1. Aplikasi Automatec Fmgerprmt [dentification System(AFIS)

2. Finger Print scanner, Signature Pad, Kamera digital, smaricard readerfwriter
iris scanner

3. Jaringan internet

4, Buku registrasi

5. Komputer

b

Perekaman sidik jari, iris mata, foto diri dan tanda tangan




PELAKSANA MUTU BAKU
MNo. KEGIATAN . . Petugas Operator Perekaman et Wak & Ke
emohon etengkapan Wakiu r 7
Registrasi KTP Elektronik SHAp s itk
1 |Mendaftarkan diri ke pelayanan Fotocopy Kartu Keluarga atau 5 menit |Fotocopy Kartu Keluarga atau
pendaftaran penduduk Q sural panggilan perekaman KTP sural panggilan perekaman KTP
elektronik elektronik _
2 |Meregistrasi penduduk yang v - Fotocopy KK atau surat 5 menit |- Folocopy KK atau surat
ingin melakukan parekaman panggilan perekaman panggilan perekaman
KTP elektronik - Buku registrasi - Buku registrasi
3 [Melakukan péngecei-:an data 1 - Fotocopy KK atau surat Smenit |- Fotocopy KK atau surat
penduduk yang telah melakukan Tidak 3 panggilan perekaman panggilan perekaman
perekaman KTP Elektronik dgn / - Aplikasi AFIS - Aplikasi AFIS
sidik jari dan iris mata Ya - Finger Print scanner
- Iris scanner
4 |Memasukan NIK penduduk yang - Fotocopy KK atau surat 2menit |Aplikasi AFIS
ingin melakukan perekaman panggilan perekaman
- Aplikasi AFIS
5 |Melakukan pengambilan dan W - Aplikasi AFIS T menit |Aplikasi AFIS
perekaman pas folo penduduk - Kamera Digital
l
6 |Merekam tanda tangan penduduk 5!{ - Aplikasi AFIS 1 menit |Aplikasi AFIS
i 1 .
‘!—" - Signature Pad
7 IMerekam sidik jari penduduk \i/ - Aplikasi AFIS 3 menit [Aplikasi AFIS
- Finger Print scanner
F -
8 |Merekam iris mata penduduk N/ - Aplikasi AFIS 1menit |Aplikasi AFIS
- lris scanner
g |Mengulangi perekaman telunjuk N - Aplikasi AFIS 3 menit |Aplikasi AFIS
kanan dan kiri serta tanda tangan L] - Finger Print scanner
penduduk E\lEJ - Signature Pad




gL Z e
= o 2
PELAKSANA MUTU BAKU o
No. KEGIATAN . ! Petugas Operator Perekaman Keleril i Ket
emachan elengkapan fat ’
Registrasi KTP Elektronik e il Ottt

10 |Verifikasi sebagai penanda 1 - Aplikasi AFIS 1 menit |Aplikasi AFIS T
identitas operator yang melakukan - Finger Print scanner
perekaman KTP elekironik
penduduk

11 |Melakukan pengiriman data hasil 8 - Aplikasi AFIS 1 menit |- Aplikasi AFIS
perekaman KTP elekironik - Jaringan internet - Jaringan internat
penduduk

12 IMemberikan tanda bukti beru pa-“w Folocopy KK atau surat 1 menit  |Fotocopy KK atau surat
tanda tangan operator dan cap , panggilan perekaman panggilan perekaman yang telah
stempel pada Karfu Keluarga atau ditandatangani dan dicap oleh
Surat panggilan perekaman sebagai operator
bukti bahwa penduduk tersebut
telah melakukan perekaman

| 13 [Menerima Kartu keluarga atau Fotocopy KK atau surat - SOP Penerbitan

surat panggilan perekaman yang 4 panggilan perekaman yang telah KTP Elekironik

telah ditandatangani dan di cap
stempel

ditandatangani dan dicap cleh
operator




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nemor SOP /Dafduk/DKPS3-Kps/2015

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Januari 2016

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencaiatan Sipil

Kabupaten Kapuas,
Lo
-
Dra. RUSEN!
NIP. 19601210 198602 2 003

Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik

Administrasi Kependuoukan

2. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara
Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

5; F‘erbt'p Kab. ’r(apuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

SOP.Peiayanan F’enerbttan Kartu Keiuarga
. SOF Pelgyanan Perskaman KTP Elckironik

]

iJ;ka‘pﬂnd udu;( ybs beium terdaﬁar-m(,lakukan perekaman KTP el ektromk maka
penduduk tersebut harus melakukan perekaman terlebih dahulu agar datanya tersimpan
dalam database

1. Memahamr adm:mstram kependudu‘(an
2. Memahami dan mampu mengoperasikan aplikasi Beard

3. Memahami dan mampu mengoperasikan mesin cetak KTP elekironik
(Fargo HDP5000})

- Mesin cetak KTP elektronik (Fargo HDP5000)

1z

2

3. Jaringan internet
4

5. Komputer




i

[

No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pamohon

Petugas
Registrasi

Kasi Kartu
Tanda
Penduduk

Operator SIAK
Bidang
Pendaftaran

Kelengkapan

Waktu

Output

Mengajukan permohonan penerbitan
KTP elektronik

KTP baru meliputi:

- Formulir permohonan KTP

- Fotocopy KK yg telah ditanda
tangani dan dicap oleh operator
bahwa telah melakukan
perekaman atau

- Surat panggilan perekaman yg
telah ditandatangani dan dicap
oleh operator

KTP hilang meliputi:

- Formulir permohonan KTP

- Fotocopy KK

- Surat keterangan kehiiangan
dari kepolisian

KTP rusak atau salah meliputi:

- Formuiir permohonan KTP

- Fotocopy KK (jika terdapat
kesalahan data diharuskan
memperbaiki KK terlebih
dahuiu)

- KTP yang rusak/salah

- Fotocopy dokumen pendukung
{akta lahirfijazah/akia nikah)

5 menit

Berkas permohonan
penerbitan KTP elektronik

Ket.

|sop Perekaman

iKTP Elektronik

[

Melakukan verifikasi formulir
permohonan penerbitan KTP
etaktronik dan kelengkapan berkas
persyaralannya

fidak

Berkas permohonan
penerbitan KTP glektronik

2 menit

Berkas permohonan
penerbitan KTP elektronik
yg telah diverifikasi




| PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Belugas Kasi Kartu | Operator SIAK Ket.
Pemohaon Registias] Tanda Bidang Kelengkapan Waktu Output
- s Penduduk Pendaftaran
Melakukan registrasi permohonan Berkas permohonan 2 menit [Berkas permohonan
penerbitan KTP elekironix @ penerbitan KTP elektronik penerbitan KTP elektronik
yg telah diverifikasi dgn keterangan tanggal

masuk berkas

Mengeluarkan blanko KTP - Berkas permohonan penerbitan |2 menit |- Berkas permohonan
elektronik sesuai dengan jumlah = W KTP elektronik dgn keterangan penerbitan KTP elektronik
berkas yg masuk tanggal masuk berkas tangagal masuk berkas

- Blanko KTP elektronik - Blanko KTP elektronik
Mencetak KTP elekironik sesuai W - Berkas permohonan 1 menit |- Berkas permohonan
dengan berkas permohanan I - Blanko KTP elektronik - KTP elektronik penduduk
Mengarsipkan berkas permohonan v - Berkas permohonan 2 menit |KTP elekironik penduduk
KTP elektronik . - KTP elektronik penduduk

—t

Meregistrasi KTP elektronik yang V. ' KTP elektronik penduduk 2 menit [KTP elektronik penduduk

telah dicetak

Menerima KTP elektronik é KTP elektronik penduduk




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP {Dafduk/DKPS-Kps/2015

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015

Tanaggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Januari 2016

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pzncatatan Sipil

Kabupaten Kapuas,

At

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 198602 2 003

Nama SOP

. Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP)

ljU Na. 24 TuhUﬂ 2013 aen ang Perubanan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan

2. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Petaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara
Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil

4, Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi can Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

5. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

1. SO%3 Penermian Kariu Keluarga
2. S0P Pelayanan Penerbitan KTP Elekironik

Jlka berkas tidak Ienga':: ud']kash rraka penurbltansurat k(,terangan prndah ltdak '
diproses

1. Memahami administrasi kependudukan

2. Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Adminisirasi
Kependudukan (SIAK)

1 Formuhr F’ermohonan Pindah WNJ

2. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
3. Komputer
4. Printer

Kepmdahan penduduk antar Pabupdten tiatam satu prdpmm den antcr propinsi
dalam satu wilayah Indonesia




persyaratannya

divalidasi

- PELAKSANA MUTU BAKU _j
No. KEGIATAN Petugas | KasiMutasi | OPerator FASID Kepala Ket.
Pemohon - , SIAK Bidang | Pelayanan , Kelengkapzn Waktu Cutput
Registrasi | Pendafiaran Pendaftaran | Pendaftaran Dinas

1 |Mengajukan permohonan i Findah antar kabup'aten dalam |5 menit {Berkas permohonan
penerbitan surat kelerangan :___/‘ i satu propinsi meliputi:
pindah - Surat pengantar pindah antar

kabupaten yg ditandatangani
camat kabupaten asal

- Kartu keluarga asli

- KTP asli

Pindah antar propinsi dalam

satu wilayah negara Indonesia
metiputi:

- Surat pengantar pindah antar
propinsi yg ditandatangani
camat kabupaten asal

- Kartu keluarga asli

- KTP asli '

2 |Melakukan verifikasi formulir . Berkas permohonan surat 3 menit |Berkas permohonan surat
permcnonan sura: keterangar A ‘ keterangan pindah keterangan pindalt yang
pindah dan kelengkapan berkas N Tidall telah diverifikasi

: T T e S
parsyaratannya -

3 [Melakukan registrasi Berkas permohonan surat 5 menit |Berkas permohonan surat
permohonan surat keterangan ' keterangan pindah yang keterangan pindah dengan
pindah ‘; telah diverifikasi tanggal masuk berkas

]

4 |Melakukan validasi formutir Berkas permohanan surat 5 menit |Berkas permohonan surat
permonhonan surat Keterangan keterangan pindah dengan keterangan pindah yg
pindah dan kelengkapan berkas Tidak A tanggal masuk berkas telah diverifikasi dan



vang sudah ditandatangani

- B Z s B = Bl o}
PELAKSANA  MUTU BAKU B
- . . Operator KABID ; i
No. KEGIATAN Petugas Kasi Mutasi , Kepala : Ket. |
Pemochon | _ . , SIAK Bidang | Pelayanan i Kelengkapan Waktu Output '
Registrasi | Pendaftaran i ; Dinas
Pendzaflaran | Pendaftaran
5 [Mencetak surat keterangan ; o Berkas permohonan surat 5 menit |- Surat keterangan pindah
pindah penduduk keterangan pindah yg - Surat pengantar
dan mencetak surat pengantar Y telah diverifikasi dan - Berkas permohonan
divalidasi
6 [Memaraf surat pengantar - Surat keterangan pindah 2 menit |- Surat keterangan pindah
penerbitan surat pindah utk N - Surat pengantar - Surat pengantar
ditandatangani Kepala Bidang dan W - Berkas permohonan - Berkas permohonan
menyerahkan berkas permohonan
suket pindah kepada Petugas
Register
7 |Mengarsipkan berkas - Surat keterangan pindah 3 menit |- Surat keterangan pindah
permohonan surat pindah Y - Surat pengantar - Surat pengantar
- Berkas permohonan
8 |Menandatangani surat pengantar - Surat keterangan pindah 2 menit |- Surat keterangan pindah
penerbitan surat keterangan pindah L4 - Surat pengantar - Surat pengantar
untuk ditandatangani Kepala Dinas
g |Menandatangani Surat keterangan ¥ - Surat keterangan pindah 2 menit [Surat keterangan pindah
pindah penduduk yvang sudah ditandatangan
_ |
10 [Meregistrasi surat keterangan ¥ Surat keterangan pindah 3 menit |Surat keterangan pindah
pindah yang telah ditandatangan ' yang sudah ditandatangani vang sudah ditandatangani
11 |Menerima surat keterangan j:éndah il Surat keterangan pindah
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP !Capif!DKPS—Kps!:ZOiS

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015
Tangga! Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh

1 Januari 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 198602 2 003
Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Nama SOP

1 UU No 24 Tahun 2013 hﬂmang Perubahan atas UU NET?S un 6 tentan
Administrasi Kependudukan

2. Permendagri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan daiam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan

4. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

5. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tzahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

* J|ka berkas tidak tengkap, kadaluarsa, tidak asli maka penerbitan Akia Kelahiran

tidak dinrnses

ROliREEEEEkEana

1. Memahami administrasi kependudumun
2. Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)

S ; SR LR
. Formuhr Permohonan Pembuatan Akia Kelahiran

1
2. Blanko Akta Kelahiran
3. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

4, Buku Register Akta Kelahiran
5. Komputer
6. Printer




s EE s

R W S SR Ge EE

PELAKSANA _ MUTU BAKU | o

Kasi

i atats Cperato KABID
No. KEGIATAN Potugas | | oneatatan | mperaior - T | . K
Pemohon Kelahiran, | SIAK Bidang | Pelayanan |Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output

Registrasi )
Kematian Pencataian | Pencatatan

dan P3A

1 |Mengajukan permohonan pembuatan _WD' Persyaratan umum: 5 menit |Berkas
Akta Kelahiran (

1. Anak telah masuk KK permohonan

2. Fotocopy KK dan KTP orang tua

3. Fotocopy Surat Nikah/Akta
Perkawinan orang tua

4. Asli surat kelahiran Dokter/Bidan
penolong kelahiran

5, Asli surat kelahiran dari desa/
keturahan {triplikat)

6. Fotocopy ijazsh bagi yana telah
lulus SD/SMPISHMA

7. Fotocopy KTP 2 (dua) crang saksi

Persyaratan khL;suthagi WINA

1. Surat kelahiran dari Dokier/Bidan/
penolong kelahiran

2. Kutipan akta nikah/akta perkawinan
orang tua

3. KK/KTP orang tua bagi pemegang
izin tinggal tetap

4. Sural kelerangan tempat tinggal -
arang tua bagi pemegang Izin

kunjungan

Bagi anak yang tidak diketshui asal
usulnya atau kebaradaan orang tua-
nya dgn melampirkan berita acara

pemeriksaan dar Kepolisian

N Pencatatan Kelahiran melampaul batas

i I 1 ! [_2 1 waktu satu tabun dengan keputusan !




ceam  wmss oSS BGOSR 0 PN GeEm OO W TR & BE e &
B ~ PELAKSANA _ MUTUBAKU ]
Kasi
No. KEGIATAN Petugas | oncatatan | Operatar , | Ket.
Pemohon ] Kelahiran, | SIAK Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
N Kematian Pencatatan | Pencatatan
dan P3A i
2 |Melakukan verifikasi formulir Berkas Permohonan 5 menit  |Berkas
permohonan Akta Kelahiran @ permohonan
dan kelengkapan berkas i
a
persyaratannya - <
Ya
3 |Melakukan registrasi permohonan Berkas permo‘hcnan " |5menit  |Berkas
Alkta Kelahiran permohonan dgn
— keterangan tgl
‘ l ' masuk berkas
] 4 |Melakukan validasi formulir Berkas permcnonan dengan 5 menit |- Berkas
permohonan Akta Kelahiran dan / keterangan tanggal masuk permohonan
kelengkapan berkas persyaratan- berkas Akta Kelehiran
i nya serta mengeluarkan blanko / Tidak v telah diverifikasi
i Akia Kelahiran sesuaij dengan Ya dan divalidasi
% berkas yang rnasuk - Blanko Akia
i Kelahiran
| 5 |Merekam peristiwa kelahiran B - Berkas permohonan Akta 5 menit |- Akta Kelahiran
. pada Database Kependudukan, ) Kelahiran yg telah yg belum
! mencetak Akta Kelahiran dan o __D diverifikasi dan divalidasi ditandangani
, imencetak surat pengantar i - Blanka Akta Kelahiran - Surat Pengantar
- Berkas
Permohonan
6 |Memaraf surat pengantar I ' |- Akta Kelahiran yang belum 2 menit |- Akta kelahiran
penerbitan Akta Kelahiran utk ditangani yqg belum
ditandatangani Kepala Bidang dan - Surat Pengantar ditandatangani
menyerahkan ditandatangani berkas / - Berkas Permohonan - Surat Pengantar

permohonan Akta Kelahiran
kepada Petugas Regisier utk
mengarsipkan berkas permohonan

[3]

]

- Berkas
permoehonan




PELMKSANA

Kasi
o Penraiata Ope-aior
No. KEGIAT AN FPetugas PRnCaktan P ) _I . i -
s Kelahiran, | SIAK Bidang “inala Dinas Kelangkapal Waktu Output
eqistrast
Kamatian Pencitatan
P o e dan P3A - —_— ]
7 |Mer garsipke 0 berkas parmehonan “;J - Alkta Kelahiran yang Lelum 2 menit |- Akta kelahirzn
Akls Kelahiren ditanigani y& belum
; S - Suriit Pengantar di:andatanjani
I
g _} T T - Berlias Permichonan - Surat Pengantar
‘@ |Mer andatan ani sure L pengaritar B F - Akta kelahirzn yang Eelum |2 meiit |- Adta kelabien ]
penzrbitan Alda Kelaliiran untuk T ditandangani Ve belum
ditandatangz ni oleh Kepala Dines - Suritt Pengantar di:andatangzani
- Surat Pengantar
| ¢ [Mer andatan jani Atz Kelanirn h } \ - Akta kelahiren yang befum |2 menit | Akia Kelahian
[ ditandangani
T - Surat Pengantar
_T(;”@:E?Eistrasi Akta Kelshiran N y o N - Aktar Kelahirian (3 menit [AKiz Kelahian |
yang) talah ditandatangani ke dalam N - Bukit Registr Akta
bukir Registe r Akta kelahiran S Kelz hiran
ji 1 Mer =rima Abta Kelahiran ) Akta Walahiran o B o -

i

.
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PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

F‘Fangga] Pembuatan

Nomar SOP {Capil/DKPS-Kps/2015

1 Desember 2015

Tanggal Revisi

1 Januari 2016
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

b
Dra. RUSEN]
NIP. 19601210 188602 2 003
Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Nama SOP

1. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan alas UU No. 23 Tahun rOOb tontang
Administrasi Kependudukan

2. Permendagri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubshan atas PP No. 37 Tahun 2007 {entang
Pelaksanaan UU No, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. Perda Kab, Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Organisasl dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

5. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembeniukan Dinas, Tugas Pakok
Dinas Kependudukan dan Fencatatan Sipil Kab. Kapuas

1 SOP Pelc.vanan Penerbitan Kartu Keluarga

_ J1E<a berkas t|dak lengkap, kadolﬂamd $|dak asli mara penerbitan Akta Kematian
tidak diproses

1 Momaham: administrasi kopendhdukan .
2. Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Administras
Kependudukan (SIAK)

1. Formulir Permbhonan Pembuatan Akta Kematian
2. Blanko Akta Kematian

3. Aplikas! Sistem [nformasi Administrasi Kependudukan {SIAK)
4. Buku Register Akfa Kematian

5. Komputer

6. Printer




s R RN T

No.

fuasrzion] R

SIS s F

&

KEGIATAN

_MUTU BAKU

Pemohon

Petugas
Registrasi

Pencatatan
Kelahiran,
Kematian

dan P3A

SIAK Bidang
Pencalatan

Mengajukan permohonan pembuatan

Akia Kematian

KABID
Felayanan

Fencataian

Kepzala Dinas

Kelengkapan

1

W

N
LR =T3S0

Output

Ket.

Persyaratan umum;

1. Surat kematian asli dari doxter

2. Surat kematian asli dari desza/
xelurahan

3. Fotecopy KK.KTP dan surat niksh
almarhum

4, Fotocopy KK dan KTPR suamif
istri almarhum

5. Fotecopy aita kelahiran almarhum
bila ada atau sural pemyataan
tidak memiliki akia kelahiran

§. Fotocopy KK dan KTP Pelapar

7. Fotocopy KTP 2 (duz) orang saksi

Persyaratan kKhusus bagi WHNA:

1. Keterangan kematian dari dokter
paramedis

2. Fotocopy KK dan KTF bagi arang
asing yang memiliki izin tinggal tetap

3. Fotocepy surat keterangan tempat
tinggal, bayi orang asing yang

memiliki ijin tinggal terbatas atau

4

. Fotocopy paspor

5 menit

Berkas
permehonan

I

relakukan verifikasi formulir
permohonan Akta Kematian
dan kelengkapan berkas
persyaratannya

Tidak

Berkas Permohonan

5 menit

Berkas
permononan




PELAKSANA MUTITRAKI
Kasi
No. KEGIATAN Petiigas | eneetatan | Operator KABID 1 _ Kat
Pemohon Registrasi Kelahiran, | SIAK Bidang | Pelayanan |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kematian Pencatatan | Pencatatan
dan P3A
3 |Melakukan registrasi permohonan @ Berkas permohonan S5 menit |Berkas
Akia Kematian 5 permohonan dgn
keterangan tgl
masuk berkas
4 IMelakukan validasi formulir 1 Berkas permohonan dengan Smenit |- Berkas
permohonan Akta Kematian dan " keterangan langgal masuk permahonan
kelengkapan berkas persyaratan- \ berkas Aldta fematisi
nya serta mengeluarkan blanko Tidak ¥a telah diverifikasi
Akia Kematian sesuai dengan Ya dan divalidasi
berkas yang masuk - Blanko Akta .
Kematian |
5 |[Merekam perisiiwa kematian - Berkas permohonan Akla S5menit |- Akta Kematian
pada Database Kependudukan, P Kematian yg telah yg belum
i mencetak Akia Kematian dan [ diverifikasi dan divelidasi ditandangani
mencetak surat pengantar betom . - Blanko Akta Kematian - Surat Pengantar
- Berkas
Permohonan
6 |Memaraf surat pengantar - Akla Kematian yang belum 2 menit |- Akta kematian
penerbitan Akta Kematian utk ditangani yé belum
ditandatangani Kepala Bidang dan - Surat Pengantar ditandatangani
menyerahkan ditandatangani berkas \ i- Berkas Permohonan - Surat Pengantar
permohonan Akta Kematian BEtkas
kepada Petugas Register utk permohonan
mengarsipkan berkas permohonan '
Akia Kematian
7 |Mengarsipkan berkas permohonan - Akta Kematian yang belum 2 menit |- Akla kemalian

Akia Kematian

ER

ditangani
- Surat Pengantar
- Berkas Permohonan

vg belum
ditandatangani
- Surat Pengantar




5 &8 F i i
PELAKSANA j MUTU BAKU
e ata Operator KABID
No. KEGIATAN ) Petugas BRReatakE : _ ) , Ket.
Pemohon ) , Kelahiran, | SIAK Bidang | Pelayanan | Kepala Dinas Kelengkapan Wakiu Output
Registrasi '
Kemaiian Pencatatan | Pencatatan
dan P3A |
8 (Menandatangani surat pengantar f ; - Akta kematian yang belum 2 menit |- Akta kematian
penerbitan Akta Kematian untuk ditandangani yg belum
ditandatangani oleh Kepala Dinas - Surat Pengantar ditandatangani
- Surat Pengantar
‘9 Menandatangani Akta Kematian - Akta kematian yang belum 2menit  |[Akta Kematian

ditandangani

- Surat Pengantar

10 |Meregistrasi Akta Kematian g - Akta Kematian 3menit  |Akta Kematian
yang telah ditandatangani ke dalam l - Buku Register Akta

|
buku Register Akia kematian e

Kematian

11 [Menerima Akta Kematian Akia Kematian

-




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP /Capil{DKPS-Kps/2015

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2015

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 1 Januari 2016

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas,

Dra. RUSENI
NIP. 19601210 198602 2 003

Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

- UU No, 24 Tahun 2013 temanq Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
2. UU No. 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
3. Permendagri No. 12 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. PP No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Perda Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan Susunan
Crganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas
6. Perbup Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas, Tugas Pokok
Dmas Vepnndudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas
it g = el b S AR SRR T e T P T T

1SOP Pelayamn PenerbﬂanKartu Keluarga S

* Jika berkastrdak Iengkap kadaiuarsa tidak asli maka penerbitan Akta Perkawinan
tidak diproses

1. Mmahamudmrstram kependdukan
2. Memahami dan mampu mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)

e T ST T

1. Formunr Pelaporan Perkawman i it
2. Blanko Akta Perkawinan

3. Aplikasi Sistem.Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

4. Buku Register Akta Perkawinan

5. Komputer

6 Prmter




= _,g ] h‘fﬁ‘%— By .

BS T

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon

Petugas
Registrasi

Kasi
Pencatatan Operator
Perkawinan | SIAK Bidang

dan Pencatatan

Perceraian

KAEBID
Pelayanan
Pencatatan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Mengajukan permohonan pembuatan

Akla Perkawinan

Fersyaratan:

1. Surat Keterangan telah terjadi
perkawinan dar pemuka agamal
pendeta atau sural perkawinan
Penghayat Kepercayaan yang
ditandatangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayzaan

2. KTP suami dan istri

3. Pas foto suami dan istr {berdua)
berwarna

4, Kutipan akta kelahiran suami dan
istri

5. Surat keterangan model N1,N2,N3,
N4

6. Paspor bagi suami atau istri Orang
Asing (semua dokumen diterjemah-
kan ka dalam Bhs Indonesia)

7. KK suami dan istr

8. Folocopy kutipan akta perceraian
bagi perkawinan yang kedua

9. Fulocopy kulipan akta kematian
istrifsuami yang terdshulu/yang

meninggal dunia

5 menit

Berkas
permahonan

Melakukan verifikasi formulir
permohonan Akta Perkawinan
dan kelengkapan berkas
persyaratannya

Tidak

Berkas Permohonan

5 menit

Berkas
permohonan




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasi
No. KEGIATAN Befugag | [onestatan | (Operator KARID | Kt
Pemohon ... | Perkawinan SIAK Bidang | Pelayanan |Kepala Dinas Kelengkapan VWaktu Output
Registas! dan Pencatatan | Pencatatan
Perceraian
3 |Melakukan registrasi parmaoheonan @ Berkas permohonan 5menit |Berkas
Akta Perkawinan 3 permohonan dgn
keterangan gl
masuk berkas
4 |Melakukan vatidasi formulic Berkas permohonan dengan 5menit  I-Berkas
permohonan Akia Perkawinan dan : keterangan tanggal masuk permohonan
kelengkapan berkas persyaratan- : berkas Akta Perkawinan
nya serta mengeluarkan blanko Tidak v telah diverifikasi
Akia Perkawinan sesuai dengan Ya dan divalidasi
berkas yang masuk - Blanko Akta
Perkawinan
5 |Merekam peristiwa perkawinan \ - Berkas permohonan Akta 5 menit |- Akta Perkawinan
pada Database Kependudukan, Perkawinan yg telah yg belum
mencetak Akta Perkawinan dan diverifikasi dan divalidasi ditandangani
mencetak surat pengantar - Blanko Akta Perkawinan - Surat Pengantar
- Berkas
Permohonan
6 |Memaraf surat pengantar - Akla Perkawinan yang belum |2 menit |- Akta perkawinan
penerbian Akta Perkawinan uik ditangani yg belum
ditandatangani Kepala Bidang dan - Surat Pengantar ditandatangani
menyerafikan ditandatangani berkas T «:——_mi - Berkas Permohonan - Surat Pengantar
permohonan Akta Perkawinan - Berkas
kepada Pelugas Register utk permohonan
mengarsipkan berkas permchonan !
Akta Perkawinan
7 |Mengarsipkan berkas permohonan Y - Akta Perkawinan yang belum |2 menit |- Akta perkawinan

Akta Perkawinan

ol
il

ditangani
- Surat Pengantar
- Berkas Permohonan

yg belum
ditandatangani
- Surat Pengantar




PELAKSANA

nuku Register Akta Perkawinan

Perkawinan

B MUTU BAKU
Kasi
No. KEGIATAN peggay | Fopealdian, | Operator ISR ‘ , Ket.
Pemohon Rl Perkawinan | SIAK Bidang | Pelayanan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
dan Pencatatan | Pencatatan
Perceraian
8 |Menandatangani surat pengantar ' - Akta perkawinan yang belum 2 menit |- Akta perkawinan
peneibitan Akta Perkawinan untuk ditandangani yg belum
ditandatangani oleh Kepala Dinas _ - Surat Pengantar ditandatangani
- Surat Pengantar
g |Menandatangani Akta Perkawinan - Akta perkawinan yang belum 2 menit |Akta Perkawinan
N ditandangani
- Surat Pengantar
10 [Meregistrasi Akta Perkawinan l - Akta Perkawinan 3 menit |Akta Perkawinan
yang telah ditandatangani ke dalam o - Buku Register Akta

11

Menerima Akta Perkawinan

Akta Perkawinan




EPENDUDUI (A




FEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Nomor SOP fInfoDat/DKP3-Kps/2015

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

1 Desember 2015

Tanggal Efektif 1 Januari 2016

Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatata

Kabupaten Kapuas,

pr

Dra. RUSEN|
NIP. 19601210 198802 2 003

alan

Sipil

Nama SOP

o e W S A £ hot 5o
1. UU No. 24 Tahun 2013 {e
Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Daerah Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

3. Peraturan Bupali Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas,
Tugas Pokek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

e R

Penyuluhan bert

kependudukan kepada masyarakat Kab. Kapuas. Apabila tidak dilaksanakan
sesual 5OP, maka pelaksanaan penyuluhan tidak berjalan dengan lancar.

Persiapan Penyuluhan Administrasi Kependudukan

2. Memahami dan mampu menyusun satuan acara penyuluhan

1. Pedoman tata cara nulhn
2. DPA

3. Data Penduduk




PELAKSANA

MUTU BAKU

Pengolah Data

penyuluhan Administrasi Kependudukan

Penyuluhan (SAP)
Adm. Kependudukan

. Penyusun
KEGIATAN Kepala Seksi —— . P o _ »
—_—— feknis Kepala Bidang| Sekretaris |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
Fenyuluhan
Kependudukan
|4 [Mengundang rapat untuk menyusun Undangan rapat 30 menit |Undangan rapat
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) penyusunan SAP penyusunan SAP
Administrasi Kependudukan

2 |Melaksanakan rapat utk menyusun \L i - Pedoman {ata cara 2 jam Draft Satuan Acara
Saiuan Acara Penyuluhan (SAP) y i penyuluhan Penyuluhan (SAP)
Administrasi Kependudukan D:l l: - DPA Adm. Kependudukan

l - Data penduduk

Menghimpun hasil rapatl penyusunan " Draft Satuan Acara 1 jam Draft Satuan Acara
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) l Penyuluhan (SAP) Penyuluhan (SAP)
Administrasi Kependudukan Adm. Kependudukan Adm. Kependudukan
Membuat rencana kegiatan penyuluhan Drait Satuan Acara 1 hari Satuan Acara
berdasarkan hasil rapat penyusunan Penyuluhan (SAP) Penyuluhan (SAP)
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) Adm. Kependudukan Adm. Kependudukan
Administrasi Kependudukan

-

5 IMengoreksl rencana kegiatan : Satuan Acara 10 menit |Satuan Acara
penydiuhan Administrasi Tidak Penyuluhan (SAP) Penyuluhan (SAP)
Kependudukan Adm. Kependudukan Adm. Kependudukan

Ya )
Menyetujui rencana kegizian ' — Satuan Acara 10 menit |Satuan Acara

Penyuluhan (SAP)
Adm. Kependudukan

Menerima rencana kegialan penyuluhan
Administrasi Kependudukan

Saluan Acara

Penyuluhan (SAP)
Admi. Kependudukan




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

1, LU No. 24 Tahun 2013 tentang peribahan atas U No. 23 Tabhun 2006 fertang.
Administrasi Kependudukan

2. Permendagri No. 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Pendatazan, Penertiban dan Pelaporan Adminisirasi Kependudukan

4. Peraturan Daerah Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Penataan
Susunan Organisasi dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kab. Kapuas

5. Peraturan Bupati Kab. Kapuas No. 143 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas,

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas

administrasi kependudukan di Kab. Kapuas per bulan, per triwulan, per semester atau
per tahun. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka pembuatan laporan tidak akan
herjalan lancar

/InfoDat/DKPS-Kps/2015

S re—
Noror SOF

form—r——— " = —_—
Tanqaal Pembuatan 1 Desember 2015

o —
Tanggal Revist

[Tangoal Efektif

1 Januari 2016
Disahkan olan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,
/

Dra. RUSERNI
NIP. 19601210 188602 2 003

Penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan

Nama SOP
Nama o

b
1. Memahami ad
5 Memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengolah laporan kependudukan

ministrasi kependudukan

TP
S8LIeHUNC 4

.. min'i'é;rége kepéﬁudukn' R
5> Formal pelaporan administrasi kependudukan

3. Kompuler

4. Printer

pora Administrasi Kependudukan per bulan, per triwulan, per semester atau

per tahun




BB W aE BE W |

PELAKSANA MUTU BAKU
ol Kepala Seksi | Pengumpul . :
No. KEGIATAN o ) qemp Kepala Kepala Sekretaris | Pengelola Ket.
Pengendalian | Data Bahan ) , ) Kelengkapan Waktu Output
Bidang Dinas Daerah Arsip
dan Pelaporan| Pelaporan
9 |Memberi nomor surat pengantar - Surat pengantar Smenit  |Surat pengantar yg
laporan administrasi kependudukan - Buku agenda surat telah diberi nomor
- keluar
10 [Pengiriman dan pengarsipan laporan L Laporan administrasi
administrasi kependudukan é kependudukan




KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Seksi | Pengumpul ,
, Kepala Kepala Sekretaris | Pengelola
Pengendalian | Data Bahan : ) , Kelengkapan Output
Bidang Dinas Daerah Arsip '

dan Pelaporan

Pelaporan

Ket.

Memerintahkan untuk mengumpulkan
data administrasi kependudukan

Disposisi surat
permintaan laporan

Disposisi surat
permintaan laporan

SOP alur surat
masuk dan
keluar

Mengumpulkan data administrasi
kependudukan dari Adminisirator
Database Kependudukan

-
[

- Disposisi surat
permintaan laporan

- Daftar data yg
diperiukan

Data yg diperlukan
utk penyusunan
laporan adminduk

Mengolah data administrasi
kependudukan yang telah dikumpuikan

C D
mal

Data yg diperlukan
utk penyusunan
faporan adminduk

Data yg diperlukan
utk penyusunan
laporan adminduk

Membuzat laporan adminisirasi
kependudukan

Tk

Data yg diperlukan
utk penyusunan
laporan adminduk

Laporan
administrasi
kependudukan

()]

Mengoreksi laporan administrasi
kependudukan

Tidak

Laporan
administrasi
kependudukan

Laporan
administrasi
kependudukan-

Menyetujui laporan administrasi
kependudukan

15

Laporan
administrasi
kependudukan

Laporan
administrasi
kependudukan

Membuat surat pengantar untuk

Honsep surat

Surat Pengantar

Administrasi Kependudukan

administrasi
kependudukan

meminta tandatangan Sekretaris pengantar
Daerah
Menandatangani Laparan LapoFén Laporan adminduk

yang telah ditanda-
tangani
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10.

g i

12.

13.

DEFINISI UMUM

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaen Kapuas:

Bupati adalah Bupati Kapuas;

Satuan Kerja Urusan Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah

Kabupaten yang menangani pelayanan dalam Urusan Administrasi

Kependudukan

Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintahan wilayah

Kecamatan yang meliputi beberapa Desa dan atau Kelurahan:

Desa atau kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah

penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan Desa atau Kelurahan di

bawah Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara

sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia;

Warga Negara Indonesia adalah orang-crang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga

Negara Indonesia;

Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah warga negara Indonesia

yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya;

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain;

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas

pelaporan peristiwva kependudukan dan pendataan penduduk tentang

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu

identitas dan Kartu Keluarga;

Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk

menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan

suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan

orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga,

Kepala Keluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan
darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;

c. kepala asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang

bertempat tinggal bersama-sama;



o

26. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap
anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu
kandung anak tersebut;

27. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anark yang lahir

diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;



